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SURAT KEPUTUSAN CAMAT PELAIIIARI
NOMOR LOO.s,sl a1 120/25

TENTANG

STANDAR PEI,AYANAI{ PTIBLIK KECAMATAN PELAIIIARI
KABUPATEN TANAH LAUT TAHI'N 2025

CAII'IAT PELAIHARI

a. bahwa d.alam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pubtik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagar pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Pelaihari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Pelaihari Tahun 2025
tentang standar Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut.

i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Ta}run 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentarrg Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5589);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);

6. Peratural Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aB26);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20 1O tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Al4 l.rntang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 22);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah l,aut;

12. Peratural Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Camat Pelaihari Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pelarhari
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Keputusan ini.

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari sebagaimana tersebut
diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),
2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris,
3. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah,
4. Pelayanan PengesahanlLegalisir Surat-Surat (Rekomendasi, Surat

Keterangan Domisili, Proposal, d11),

5. Pelayanan Pengaduan.

f.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth.
1. Bupati Tanah Laut
2. Wakil Bupatr Tanah Laut
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus
dilaksanakan oleh Aparatur/ Petugas/ Staf Kecamatan Pelaihari.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesa-lahan dalam penetapan Surat Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinlra.

Pelaihari
15 Juli 2025

PELAIHARI,

ATMAJA, SH
(IV/a)

10131 200803 I OOl

t+

*
a

F'1/
4 Ar

A

*


